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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan Pembahasan dan analisis terhadap hasil diatas maka 

penulis menarik kesimpulan sebagaai berikut: 

1.  Penentuan Biaya Eksekusi Putusan Hubungan Industrial diatas 

Rp.150.000.000, merujuk pada SK Ketua Pegadilan Negeri Hubungan 

Idustrial Nomor:W13.U1/4246/HK.02/VII/2019, Tentang Biaya Proses 

Penyelesaian Perkara Perdata dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrian dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA. Secara 

Atributif Ketua Pengadilan diberikan kewenangan dalam pembuatan SK 

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2012 tentang 

Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Adapun tolak 

ukur dari pembuatan SK berdasarkan informasi/masukan dari yang 

melaksanakan SK terdahulu, kemudian yang menjadi tolak ukur adalah 

lokasi obyek yang akan dieksekusi, namun selain dari pada itu 

hendaknya substansi dari keberlakuan SK juga dilihat dari Aspek 

Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan.  

2. Penentuan biaya eksekusi putusan diatas 150.000.000, yang didasarkan 

pada SK Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial Nomor:W13. 

U1/4246/HK.02/VII/2019, merupakan salah satu Faktor Normatif 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI tidak mampu 
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mencerminkan rasa keadilan. Keberadaan SK tersebut tidak 

mencerminkan amanat dari ketentuan yang ada pada pasal 4 ayat (2) 

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa 

peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala 

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang 

sederhana, cepat, dan biaya ringan serta telah menyampingkan ketentuan 

Konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 Khususnya dalam Pasal 28 D Ayat (1) “ setiap orang berhak 

atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 

3. Faktor SDM Hakim dan Advokat, Sumber daya manusia tentunya 

memiliki peran yang sangat penting dalam menyelasaikan suatu 

permasahan hukum, dengan menekankan untuk pembaharui system 

peradilan secara internal dengan menguatkan SDM hakim secara 

keseluruhan agar hakim benar-benar mampu dan percaya diri terhadap 

segala keputusan yang dilakukan. Ketidak pahaman atau kurang 

berperan nya advokat dalam memecah atau (split) perkara agar tidak 

melebihi nilai 150.000.000, menjadikan salah satu penyebab buruh 

terbebani biaya dalam pelaksanaan eksekusi disamping dari penentuan 

biaya eksekusi Putusan Hubungan Industrial yang merujuk pada SK 

Nomor:W13.U1/4246/HK.02 /VII/2019. 
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B. Saran  

Dari uraian kesimpulan yang penulis paparkan diatas maka ada 

beberapa poin yang mendasar dalam penulisan ini dijadikan sebagai saran 

yaitu : 

1. Perlu adanya pengaturan khusus terkait eksekusi dalam Undang-Undang 

No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI.  

2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI khususnya pada 

ketentuan Pasal 58 sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai 

kehidupan ketenagakerjaan yang di atur pada Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) 

serta memperlihatkan hukum saat ini sudah sangat tertinggal dari 

perkembangan yang ada sehingga sangat penting untuk membuat suatu 

legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan 

diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan 

penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara serta 

menciptakan keharmonisan antara peraturan dan kebutuhan yang ada 

pada masyarakat terkhususnya buruh atau pekerja. 

3. Pemerintah dan Ketua Pengadilan harus menjadi perhatian bersama 

dalam hal mengeluarkan kebijakan teknis berupa SK yang berkaitan 

dengan hak-hak dari pencari keadilan, dengan demikian untuk 

mewujudkan keadilan hukum terhadap buruh minimal SK yang 

dikeluarkan harus ada kajian-kajian khusus dalam hal keberlakuannya, 

kajian tersebut seperti halnya dilihat dari Rasa Keadilan, Kepastian Dan 

Kemanfaatan, karena SK yang dikeluarkan merupakan bagian dari 
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Undang-Undang PPHI sehingga harus mencerminkan (tiga) landasan 

yang ada pada Undang-Undang PPHI, yakni landasan Filosofis, 

sosiologis, yuridis.   

4. Untuk menghindari Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang tidak 

dapat dilakukan eksekusi akibat pengaturan pengecualian dengan standar 

biaya eksekusi maka selain Revisi UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI 

khususnya pada ketentuan Pasal 58, pengacara dapat melakukan split 

perkara, semisal 20 orang buruh yang di PHK di split menjadi 4 (empat) 

perkara dalam hal untuk menghindari suatu nilai gugatan agar tidak 

melebihi 150.000.000, cara memecah (split) perkara bisa digunakan 

sebagai jawaban. 
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